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KATA PENGANTAR

Bismillahi rahmanirrahim.....

Puyji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena
atas Ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2021 dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan
kewajiban dan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang
dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber
daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi organisasi selama kurun

waktu satu tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini,
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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Laporan ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana
keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja
Sekretariat Daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran

dalam kerangka perwujudan tujuan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat
berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut
pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan
berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami
membuka diri untuk menerima informasi-infomasi berupa saran dan
masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat
dan hidayah- Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban
amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan, yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk
menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
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Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta
petunjuk Nya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian
masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, . 2021

H. TAUFAN ZS.
bina Utama Mad
IP. 196406101992021002

MM.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari
amanah atau mandate yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan
pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2020 disusun. LKj ini menyajikan capaian kinerja dari
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2020 yang
merupakan pelaksanaan amanah yang tertuang dalam dalam Instruksi
Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis
evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara
menyeluruh.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini berisi tingkat
keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-
masing indikator kinerja, sasaran dan target yang dicapai dengan
menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengukuran terhadap tingkat
kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil

pengukuran dapat dijadikan Feed Back dalam meningkatkan kinerja
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pelayanan di tahun-tahun mendatang. Selain itu LKj ini juga menyajikan
data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan
agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut
secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas
kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah oleh Pemerintah
Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, untuk
Tahun 2020 ini dapat dikatakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat
memuaskan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang
dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan
yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan

dalam pencapaian kinerja.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai salah satu cermin
dari komitmen terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas
bagi institusi pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan merealisasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja
Perangkat Daerah dari tahun ke tahun termasuk didalamnya
penyusunan dokumen Laporan Kinerja tahun 2021.

Secara implisit langkah di atas merupakan indikasi bahwa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki kepedulian yang
cukup tinggi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi
institusi pelayanan publik karena secara organisasi, tingkat
keberhasilan terhadap kinerja institusi pelayanan publik dimaksud
tidak lepas dari aspek akuntabilitas yang diterjemahkan melalui
instrumen yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam rangka
mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu yang telah
ditentukan. Sehingga dengan demikian mampu menjawab posisi
kinerja organisasi pada saat ini dengan diimbangi oleh langkah
stratejik guna menjawab pertanyaan tentang kearah mana kinerja
organisasi akan dikendalikan pada masa yang akan datang (where we
are to where we want to go).

Ditinjau dari aspek waktu dokumen Laporan Kinerja Tahun
2021 ini lebih merupakan instrumen tahunan yang bersifat tindak

lanjut atas pelaksanaan kebijakan yang bersifat tahunan sebagaimana
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dituangkan dalam dokumen RENSTRA (Rencana Strategis). Oleh
karena itu jika ditinjau dari subtansi yang terkandung didalamnya
dokumen Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan mata rantai
yang memilki korelasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Sekretariat
Daerah sebelumnya sehingga secara berkesinambungan,
mendeskripsikan tentang progress report yang mengacu pada rencana
kinerja sebagaimana telah tersusun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan
informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target
kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan
analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud

(termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)
B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban Perangkat
Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara

periodik.
1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah

Kabupaten Bangkalan, serta dimaksudkan pula untuk menyiapkan
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berbagai ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

dimasa yang akan datang.

. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Bangkalan adalah :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada Sekretariat
Daerah atas kineja yang telah dan seharusnya dicapai selama
Tahun Anggaran 2021

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat
Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan
datang.

c. Sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap
sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi

terakhir yang seharusnya terwujud.

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

a.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR.1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih

dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
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Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun
2021;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 2/A);

j- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021;

k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Tahun 2020
Nomor 2/D);

l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2021 Nomor 5 seri A).
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D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Secara umum Sekretariat Daerah di pimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang membawahi 10 (sepuluh) bagian dengan garis
koordinasi 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sekretariat daerah
merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sekretaris
Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara
pada instansi Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan
dengan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas
pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang pencapaian
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah selama

kurun waktu tertentu.
E. Organisasi

Susunan  Organisasi Sekretariat Daerah  Kabupaten

Bangkalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80
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Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan, membawabhi:
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, membawahi :
a) Subbagian Perundang-undangan,;
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
membawabhi:
a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
b) Subbagian Perekonomian; dan
c) Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawabhi:
a) Subbagian Penyusunan Program;
b) Subbagian Pengendalian Program; dan
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik; dan
c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/

Jasa.
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d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, membawahi :
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan
Kepegawaian;
b) Subbagian Perlengkapan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawahi:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
a) Subbagian Protokol,;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
a) Subbagian Perencanaan;
b) Subbagian Keuangan; dan
c) Subbagian Pelaporan.
e. Staf Ahli Bupati,

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi pada Sekretariat Daerah tampak

seperti gambar dibawah ini :
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STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ASISTEN
STAF AHLI KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREEONOMIAN DAN PEMEANGUNAN ADMINISTRASI UMUM
I | I
T
\ 1 \ | \ \ \ [ 1
BAGIAN BAGIAN
. BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN v N BAGIAN
BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PROTOKOL DAN
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN HUKUM DAN SUMBER DAYA ADMINISTRASI PENGADAAN UMUM ORGANISASI KOMUNIKASI e
RAKYAT ALAM PEMBANGUNAN BARANG/JASA PIMPINAN KEUANGAN
J— T — — A | ‘ 1
. S 3 . . . ; SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN
SUBBAGIAN 4
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SuBBAGIN PENGELOLAAN SSAHA PIMPINAN. KELEMBAGAAK SUBBAGIAN SUBRAGIAN
éﬂ;ﬁﬁg‘ BINA MENTAL PERUNDANG- PEMBINAAN —  PROGRAM PENGADAAN |  STAF AHLIDAN —!  DAN ANALISIS |—|  PROTOKOL PERENCANAAN
A SPIRITUAL UNDANGAN BUMD DAN BLUD : * BARANG/JASA KEPEGAWAIAN JABATAN
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN SUBRAGIAN . .

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN Ll LAYANAN SUBBAGIAN FELAVANAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN BANTUAN —  pemexonomay | [ PENGENDALIAN PENGADAAN 1 PERLENGKAPAN | PUBLIK DAN KOMUNIKASL || ypiangan
KEWILAYAHAN SOSIAL HUKUM ! PROGRAM SECARA TATA LAKSANA PIMPINAN

ELEKTRONIK
. SUBBAGIAN
SUBBAGIAN . < - . SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN o " SUBBAGIAN ) "
| | KERIA Sah DAN KESEJAHTERAAN DOKUMENTAS! | |  sumBER DAYA L | EVALUASI DAN ADVOKASI || Ruﬁﬁf}‘;ﬁ'{}h L | KINER. DAY DoKUMENTAST | | | ng::‘?é::
DAERAN MASYARAKAT DAN INFORMAST ALAM PELAPORAN — B?\i?\?(ﬁ?iigj\ BIROXRAS PIMPINAN

LKJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN




Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan

Fungsinya Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan personil sebanyak

383 orang, dengan rincian kekuatan personil PNS sebanyak 231 orang

dan THL sebanyak 152 orang. Secara spesifik dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

1. Jumlah aparat dalam Jabatan Struktural

a. Pejabat Eselon II/a = 1 orang

b. Pejabat Eselon II/b = 6 orang
c. Pejabat Eselon III/a = 10 orang
d. Pejabat Eselon IV/a = 30 orang

2. Jumlah aparat ditinjau dari Golongan Ruang

a. Golongan IV = 21 orang
b. Golongan III = 125 orang
c. Golongan II = 83 orang

d. Golongan I 2 orang

F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah

menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Internal

a.

b.

Kurang memadainya sumber daya aparatur baik dari segi
kuantitas maupun kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan sehingga output pelaksanaan tugas dan fungsi
kurang memadai;

Terbatasnya alokasi anggaran yang berdampak pada
pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat berjalan secara
optimal;

Kurang memadainya ruang/gedung/kantor yang semakin
sempit karena dipenuhi dokumen/berkas-berkas di tahun-
tahun yang telah berlalu sehingga menjadi tidak representatif

untuk digunakan sebagai tempat bekerja;
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d. Tidak terdapat fasilitas khusus untuk ruang ibu dan anak
(nursery room) yang seharusnya menjadi salah satu fasilitas
bagi ibu mengurus bayi sesuai dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor
48/Men.PP/XI1/2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak RI Nomor 03 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 dan
Konvensi International Labour Organization Nomor 185 Tahun
2020;

e. Kurang memadainya sarana dan prasarana lainnya meliputi
fasilitas umum lainnya seperti kamar mandi yang kurang
terawat, peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan
seperti peralatan komputer, AC, feeling kabinet serta peralatan

lainnya
2. Eksternal

a) Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-
undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal
dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari
perkembangan  dinamika yang terjadi pada @ sistem
pemerintahan,;

b) Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah
sehingga membuat pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi

kurang maksimal.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas
tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan
dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Derah
melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis. Membangun
sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu

melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi
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terciptanya perencanaan yang akurat dan up to date demi
terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari

masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sedangkan Isu-isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi pada Sekretariat Daerah adalah :

a) peningkatan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas
maupun kualitas agar tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas
sehingga tercipta good governence;

b) pengelolaan anggaran secara bijaksana dan proporsional
sehingga dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi
secara optimal;

c) pengalokasian untuk pemeliharaan dan pengembangan gedung
kantor beserta sarana dan prasarana agar menjadi tempat
yang nyaman dan representatif sebagai ruang kerja;

d) menciptakan fasilitas khusus untuk ruang ibu dan anak
(nursery room) sebagai pelaksanaan amanat peraturan
perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor
48/Men.PP/XI1/2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak RI Nomor 03 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 dan
Konvensi International Labour Organization Nomor 185 Tahun

2020.
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G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN.

Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar
Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran
Umum Perangkat Daerah, Organisasi, Permasalahan dan Isu

Strategis serta Sistematika Penulisan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan perjanjian

kinerja Tahun 2021.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menjelaskan tentang hasil pengukuran terhadap indikator
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun
2021, memuat target, realisasi, analisis capaian kinerja,

realisasi anggaran serta penjabaran akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2021
ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan di masa yang akan datang.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam menjabarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah
berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), membreakdown Perubahan Renstra dari penjabaran visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang kemudian menjadi
kebijakan umum, tujuan, sasaran dan penetapan program dan kegiatan
Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Bangkalan dalam RPJMD Tahun Anggaran 2018 —
2023 tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan, yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja
yang harus dipedomani oleh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bangkalan pada khususnya.

Untuk  mencapai visi beberapa misi penyelenggaraan
pemerintahan daerah periode 2018 - 2023 telah ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rumusan Misi harus mampu
melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk
terhadap tujuan yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok yang
akan dilayani serta memperhitungkan berbagai masukan dari
stakeholder. Eksistensi Misi dalam suatu organisasi biasanya lebih
bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi Visi, oleh sebab itu
tingkat spesifikasi yang terkandung didalam pernyataan sebuah misi,
relatif lebih nampak, jika dibandingkan dengan visi dalam suatu

organisasi. Misi biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan
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upaya peningkatan hasil kerja, peningkatan efisiensi, menawarkan
inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Dalam pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan, Sekretariat Daerah mendukung misi ke 1 dan ke 2 RPJMD,
misi ke 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas
sedangkan misi ke 2, yaitu : Menyelenggarakan Birokrasi yang
Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Pada misi ke 1, pada sasaran strategis P-RPJMD 2018-2023 yaitu :
“Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat” dengan indikator
sasaran yang berbunyi “Persentase potensi maupun kasus SARA/
politik /bela Negara yang terselesaikan”.

Sedangkan pada misi ke 2, dengan Sasaran strategis ke 2 P-
RPJMD 2018-2023, yang berbunyi : “Meningkatnya kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan”.
Bertitik tolak dari sasaran kedua RPJMD 2018 — 2023, Sekretariat Daerah
menetapkan sebuah Tujuan Perangkat Daerah, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan”,

dengan 4 (empat) buah indikator tujuan :

a. Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/ bela Negara yang
terselesaikan;

b. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

c. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah;

d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan.

Selanjutnya dari tujuan dan indikator tujuan ditetapkan sasaran
dan indikator sasaran Perangkat Daerah, memuat target tahunan yang
akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dimuat di dokumen
Perencanaan Kinerja dan renstra Perangkat Daerah. Penyusunan
perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah
untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Matriks Tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program pada Sekretariat Daerah dapat

dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.
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Tabel 2.1

Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Pada Sekretariat Daerah

LKjJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN

Tujuan Sasaran
. . o Target ] . o Target Ket.
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
2021 Perubahan 2021 Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Persentase potensi 100% 100% Terselenggaranya prosentase kegiatan - 100%
kerukunan maupun kasus fasilitasi kegiatan- keagamaan yang
hidup SARA/politik/ bela kegiatan difasilitasi
bermasyarakat Negara yang keagamaan dan
terselesaikan Meningkatnya
. o . peran kebijakan
Meningkatkan Nilai evaluasi ST ST daerah dalam Persentase rumusan - 100%
Tata Kelola kinerja penyelenggaraan kebijakan daerah yang
Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi kebijakan
Daerah pemerintah daerah b di daerah;
pembangunan di . .
Kabupaten (LPPD) Kabupaten a. Bidang Pemerintahan
Bangkalan Bangkalan b. B'idang Perekonomian
c. Bidang PBJ
d. Bidang Pembangunan
Persentase rancangan - 100%
produk hukum daerah
yang menjadi produk
hukum daerah
Nilai SAKIP B B (65,25) Prosentase - 100%
Pemerintah Daerah (65,25) tersajikannya capaian
IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP
Meningkatnya Prosentase - 100% Terpenuhinya Indeks Kepuasan 79,50 79,50
kinerja urusan ketercapaian kinerja pelayanan Internal Pelayanan
sekretariat program urusan kesekretariatan Kesekretariatan
daerah sekretariat daerah
15




B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan
sangat penting yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah karena
merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang berguna
untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi
akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak
terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 mengacu pada Perubahan
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dimaksud

diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
Tujuan 1 : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat
Indikator tujuan :
1. Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/ bela Negara
yang terselesaikan
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bangkalan
Indikator tujuan :
2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
(LPPD)
3. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

No Sasaran Perangkat Indikator Kinerja Target
Daerah
1 2 3 4
1. | Terselenggaranya prosentase kegiatan 100%
fasilitasi kegiatan- keagamaan yang difasilitasi
kegiatan keagamaan dan
Meningkatnya peran Persentase rumusan 100%
kebijakan daerah dalam | kKebijakan daerah yang
penyelenggaraan menjadi kebijakan daerah;
pemerintahan dan a. Bidang Pemerintahan
pembangunan di b. B.idang Perekonomian
Kabupaten Bangkalan c. Bidang PBJ
d. Bidang Pembangunan
Persentase rancangan produk 100%
hukum daerah yang menjadi
produk hukum daerah
Prosentase tersajikannya 100%
capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 7 195.920.500
Rakyat
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No.

PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

2

3

Program Perekonomian Dan Pembangunan

1.773.673.200

JUMLAH

8.969.593.700

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja urusan Sekretariat Daerah

Indikator tujuan :

4. Prosentase ketercapaian kinerja program urusan sekretariat

daerah
No Sasaran Perangkat Indikator Kinerja Target
Daerah
1 2 3 4
2. | Terpenuhinya pelayanan | Indeks Kepuasan Internal 79,50
kesekretariatan Pelayanan Kesekretariatan
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)

2

3

Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

43.741.973.138

JUMLAH

43.741.973.138

LKjJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris
accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk
dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta
pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan
instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian
hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas
dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan
mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tujuan
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan

akuntabilitas /pemberi amanah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Kinerja yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan
dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2021.

Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun
2021 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja akan analisis di bawah ini.

19
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN



I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya.
Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau
celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi
yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

(performance improvement).

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran
dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010,

sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2021

No. Kategori Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Baik > 90
2 Baik 75.00 — 89.99
3 Cukup 65.00 — 74.99
4 Kurang 50.00 - 64.99
5 Sangat Kurang 0 -49.99

Secara umum, Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) buah
tujuan dengan 4 (empat) buah indikator tujuan, dengan 2 (dua)
buah sasaran strategis yang terjabar dalam 5 (lima) buah
indikator kinerja, sedangkan hasil pengukuran terhadap
pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada tahun

2021 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021

Tujuan 1 : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bangkalan

SASARAN STRATEGIS DAN Target Realisasi %
INDIKATOR KINERJA g Capaian

(1) (2) 3) (4)=(3/2X100)|

1. | Terselenggaranya fasilitasi kegiatan-
kegiatan keagamaan dan
Meningkatnya peran kebijakan
daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Bangkalan

1. prosentase kegiatan keagamaan 100% 100% 100%
yang difasilitasi

2. Persentase rumusan kebijakan 100% 100% 100%
daerah yang menjadi kebijakan
daerah;

a. Bidang Pemerintahan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang PBJ

d. Bidang Pembangunan

3. Persentase rancangan produk 100% 144% 144%
hukum daerah yang menjadi
produk hukum daerah

4. Prosentase tersajikannya 100% 100% 100%
capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja urusan sekretariat daerah

SASARAN STRATEGIS DAN Target Realisasi %
INDIKATOR KINERJA g Capaian
1) (2 (3) (4)=(3/2X100)
9 Terpenuhinya pelayanan
" | kesekretariatan
S. Indeks Kepuasan Internal 79,50 83,75 105,3%
Pelayanan Kesekretariatan
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Dari tabel 3.1 di atas dapat diuraikan beberapa hal yaitu :

1. Prosentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi

Pengukuran terhadap indikator kinerja prosentase
kegiatan keagamaan yang difasilitasi didapat dengan cara
menghitung jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi
selama tahun 2021 dibagi dengan jumlah kegiatan
keagamaan yang direncanakan.

Prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi pada
tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika
dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100% maka
capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori sangat
baik.

Adapun kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh
Sekretariat Daerah pada tahun 2021 berupa :

a. Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan
pada tahun 2021 adalah sebanyak 15 kali dan
dilaksanakan sepenuhnya sebanyak 15 kali;

b. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dari
pengelolaan bina mental spiritual yang ditargetkan untuk
difasilitasi adalah sebanyak 10 kali dan tereleasasi pula
sebanyak 10 kali;

c. Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada
tahun 2021 ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi
sebanyak 2 kali.
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Keterangan gambar : Bupati Bangkalan memberikan apresiasi
kepada peraih juara 1 di ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an
atau MTQ ke-XXIX Tingkat Jawa Timur, sebagai salah satu

wadah fasilitasi kegiatan keagamaan.

2. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi
kebijakan daerah;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda
dengan peraturan dan/atau produk hukum. Jika produk
hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku
(misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran
pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman
tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang
diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk
pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting

organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti
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prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan
sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau
administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.
Kebijakan adalah suatu wucapan atau tulisan yang
memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang
lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada
seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan”
adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga
berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang
dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil
keputusan puncak dan bukan kegiatan berulang yang rutin
dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan
keputusan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase
rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah
bidang pemerintahan, bidang Perekonomian, bidang PBJ,
bidang Pembangunan pada tahun 2021 memperoleh realisasi
sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2021
sebesar 100% maka capaiannya adalah 100% atau
berkategori sangat baik.

Adapun rincian realisasi indikator kinerja tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan;
rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan
daerah bidang pemerintahan pada tahun 2021 dari 16
(enam belas) dokumen yang telah ditargetkan terealisasi
sebanyak 16 (enam belas) dokumen, meliputi 6 (enam)
Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan, S (lima)

Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan 5
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(lima) Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
dan Kerja Sama.

b. Bidang Perekonomian;
Kebijakan bidang perekonomian di tahun 2021
menargetkan tersusunnya 1 (satu) kebijakan dan
terealisasi sebanyak 1 (satu) buah kebijakan, yaitu
kebijakan tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber
Sejahtera;

c. Bidang PBJ;
Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa dari target
sebanyak 2 (dua) buah kebijakan terealisasi sebanyak 2
(dua) buah kebijakan yaitu kebijakan tentang
pembentukan majelis pertimbangan kode etik pengelola
pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bangkalan
dan kebijakan tentang standar honorarium pengadaan
barang/jasa.

d. Bidang Pembangunan.
Kebijakan bidang pembangunan dari target sebanyak 19
(sembilan belas) kebijakan terealisasi sebanyak 19
(sembilan belas) kebijakan. Adapun kebijakannya adalah
kebijakan Monitoring Kegiatan Fisik Konstruksi dan
Laporan Realisasi Keuangan sebanyak 1 laporan dan
kebijakan tentang Fisik (Bulanan/Triwulan/Semesteran)
sebanyak 18 laporan.

3. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi

produk hukum daerah;

Pengukuran terhadap Persentase rancangan produk
hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah didapat
dengan cara membandingkan antara jumlah produk hukum
daerah dibagi dengan rancangan produk hukum daerah
dikalikan 100%. Yang dimaksud dengan produk hukum

adalah berbagai produk pengaturan atau penetapan
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(keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan adalah
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sedangkan yang
berbentuk penetapan adalah Keputusan Bupati.

Realisasi Persentase rancangan produk hukum daerah
yang menjadi produk hukum daerah pada tahun 2021 adalah
sebesar 144%, jika dibandingkan dengan target tahun 2021
sebesar 100% maka capaiannya adalah sebesar 144% atau
berkategori sangat baik.

Pada tahun 2021 dari target sebanyak 303 (tiga ratus
tiga) rancangan produk hukum terealisasi sebanyak 400
(empat ratus) produk hukum atau sebesar 144%. Adapun
rincian terhadap realisasi produk hukum daerah adalah
sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah di tahun 2021 dari target sebanyak 3
(tiga) Peraturan Daerah terealisasi sebanyak 6 (enam)
Peraturan Daerah atau sebesar 200%;

b. Peraturan Bupati di tahun 2021 dari target sebanyak 100
(seratus) Peraturan Bupati terealisasi sebanyak 70 (tujuh
puluh) Peraturan Bupati atau sebesar 70%;

c. Keputusan Bupati di tahun 2021 dari target sebanyak 200
(dua ratus) Keputusan Bupati terealisasi sebanyak 324
(tiga ratus dua puluh empat) Keputusan Bupati atau

sebesar 162%;

4. Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten

Bangkalan dalam LKjIP

Pengukuran terhadap Prosentase tersajikannya capaian
IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP didapat dengan cara
menghitung jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Bangkalan yang disajikan dalam LKjIP dibagi
dengan jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Bangkalan dikalikan 100%.

26
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN



Pengukuran terhadap Prosentase tersajikannya capaian
IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP pada tahun 2021
memperoleh realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan
dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 100% maka
capaiannya adalah 100% atau berkategori sangat baik.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah
laporan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis
Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dan Perubahan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Dari indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten
Bangkalan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator tersajikan
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator di LKjIP.

Adapun ringkasan capaian indikator kinerja utama
Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2021 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS DAN

.o | o .
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %o Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100)
1. Terwujudnya kerukunan hidup
bermasyarakat
1. Persentase potensi kasus 100 % 100% 100%

SARA/politik/ bela Negara
yang terselesaikan

2. Meningkatnya kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten

"Bangkalan
2. Status Kinerja LPPD ST NA NA
3. Nilai SAKIP B (65,25) | B (61,18) 93,76%
4. Opini BPK terhadap LKPD WTP WTP 100%
5. Persentase kebijakan 27% 0% NA
berdasarkan Policy brief
6. Indeks Sistem Pemerintahan 2,9 1,62 55,86%
Berbasis Elektronik (SPBE) Baik
7. Level maturitas SPIP Level 3 Level 97,3%
2(2,919)
3. Meningkatnya kualitas
sumberdaya aparatur
penyelenggara pemerintahan
Kabupaten Bangkalan
8. Indeks Profesionalitas 55 52,85 96,09%
Aparatur
4. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
9. Indeks Kepuasan Masyarakat 84,12 80,95 96,23%
terhadap Pelayanan
Pemerintahan
S. Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan serta
derajat kesehatan masyarakat
10.Angka Harapan Hidup 71,23 70,23 98,6%
tahun tahun
6. Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan pendidikan
11.Indeks Pendidikan 8,86 8,85 99,89 %
12.Indeks gemar membaca 32 31,53 98,53%

28
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN



SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

Meningkatnya partisipasi
perempuan dan pemuda dalam
pembangunan

13.Indeks Pemberdayaan Gender

57,71

51,35

88,98%

14.Jumlah pemuda berprestasi
(regional dan nasional)

15 org

8 org

53,33 %

Menurunnya pengangguran dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial atau
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PMKS/PPKS), dalam rangka
menurunkan angka kemiskinan

15.Tingkat pengangguran
Terbuka

8,07%

8,07%

100%

16.Jumlah PMKS/PPKS

501.579
org

638.972
org

72,60 %

Optimalnya penanganan bencana
dan peningkatan status desa
dalam pembangunan

17.Persentase Penangangan
Bencana

80%

80%

100%

18.Jumlah desa tertinggal yang
dientaskan

273 Ds

273 Ds

100%

19.Jumlah Desa Maju

21 Ds

27 Desa

128,57%

10.

Meningkatnya produktifitas
usaha ekonomi rakyat

20.Jumlah omset usaha mikro
dan koperasi

Rp.
5.808.48
9.180.48

0,-

Rp.
4.371.358
.636.948,-

75,26%

11.

Meningkatnya ketahanan pangan
yang mendukung konsumsi dan
produktifitas masyarakat

21.Skor pola pangan harapan
konsumsi

78,8

73,4

93,15%

12.

Meningkatnya Produktifitas
sektor ekonomi potensial daerah
(industri, perdagangan, dan
pertanian dalam arti luas)

22.Pertumbuhan PDRB kategori
perdagangan

1,08%

8,01%

741,67%

23.Pertumbuhan PDRB kategori
industri

1,40%

2,66%

190%

24 .Pertumbuhan PDRB kategori
pertanian, kehutanan dan
perikanan

3,10%

-2,05 %

-66,13%
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SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)=(3/2X100)

13.

Terwujudnya pelestarian seni
dan budaya lokal untuk
mendukung pembangunan
pariwisata

25.Jumlah kunjungan wisatawan

1.253.35
8 org

248.265
org

19,81%

14.

Meningkatnya nilai realisasi PAD

26.Pertumbuhan PAD

29,65%

35,52%

119,8%

15.

Meningkatnya ketentraman,
ketertiban dan perlindungan
terhadap masyarakat

27.Persentase pelanggaran
terhadap ketentraman,
ketertiban dan perlindungan
masyarakat/ perda yang
terselesaikan

70%

98%

140%

16.

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur daerah
dan permukiman

28.Persentase infrastruktur
dasar ke-PU-an dalam kondisi
baik/terlayani

53,27%

62,80 %

118,04%

29.Persentase infrastruktur
perhubungan dalam kondisi
baik

80%

80%

100%

30.Persentase infrastruktur
dasar perumahan dan
permukiman dalam kondisi
baik

37,05%

82,68%

223,16%

17.

Terjaganya kualitas lingkungan
melalui penataan ruang dan
pengelolaan SDA yang
berwawasan lingkungan

31.Persentase kesesuaian
pemanfaatan tata ruang
dengan rencana tata ruang

87%

87%

100%

32.Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

58,25

55,36

95,04%

18.

Meningkatnya realisasi investasi
daerah

33.Nilai Investasi daerah PMA,
PMDN

Rp.
330.000.
000.000,

Rp.
437.124.3
10.040,-

132,46%
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Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 33 (tiga puluh)
indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan,
terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama
berada memperoleh capaian diatas 90% atau berkategori
sangat baik, 2 (dua) buah indikator kinerja utama berada
pada rentang nilai 75% - 89,99% atau berkategori baik, 1
(satu) buah indikator kinerja utama berada pada rentang nilai
65% - 74,99% atau berkategori cukup, 2 (dua) buah indikator
kinerja utama berada pada rentang nilai 50% - 64,99% atau
berkategori kurang, 2 (dua) buah indikator kinerja utama
berada pada rentang nilai 0 — 49,99% atau berkategori sangat
kurang dan 2 (dua) buah indikator kinerja utama masih

belum keluar nilainya atau NA.
5. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
pada Sekretariat Daerah pada tahun 2021 memperoleh nilai
sebesar 83,75. Nilai ini diperoleh dengan cara melakukan
survey kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Sekretariat Daerah (survey internal perangkat daerah) dengan
jumlah sample sebanyak 100 orang. Jika dibandingkan
dengan target tahun 2021 sebesar 79,50 maka capaiannya
adalah 105,3% atau berkategori sangat baik.

dari survey yang dilakukan pada Aparatur Sipil Negara

di 10 (sepuluh) bagian diperoleh indeks sebesar 83,75.
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II.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN -
TAHUN SEBELUMNYA

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

No

Realisasi

2019 | 2020 | 2021

Sasaran dan Indikator Kinerja | Target

2 4 S 6 7

Terselenggaranya fasilitasi
kegiatan-kegiatan keagamaan dan
Meningkatnya peran kebijakan
daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
di Kabupaten Bangkalan

1. prosentase kegiatan 100% NA NA 100%
keagamaan yang difasilitasi

2. Persentase rumusan kebijakan 100% NA NA 100%
daerah yang menjadi kebijakan
daerah;

a. Bidang Pemerintahan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang PBJ

d. Bidang Pembangunan

3. Persentase rancangan produk 100% NA NA 144%
hukum daerah yang menjadi
produk hukum daerah

4. Prosentase tersajikannya 100% 100% 100% 100%
capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP

Terpenuhinya pelayanan
kesekretariatan

5. Indeks Kepuasan Internal 79,50 78,50 79,00 83,75
Pelayanan Kesekretariatan

Dari tabel diatas dapat dijabarkan beberapa hal seperti

berikut ini :

1.

Pada sasaran strategis Sekretariat Daerah yang pertama,
yaitu Terselenggaranya fasilitasi kegiatan-kegiatan
keagamaan dan meningkatnya peran kebijakan daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
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Kabupaten Bangkalan terdapat 4 (empat) indikator kinerja,
yaitu :
a. Prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi

Prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi
pada tahun 2020 tidak dijadikan sebagai indikator kinerja
dan baru dijadikan indikator kinerja saat perubahan
rencana kerja 2021. Pemutahiran sebagian indikator
kinerja dilakukan menyesuaikan dengan perubahan
rencana strategis Kabupaten Bangkalan, sedangkan
rencana strategis dirubah sebagai langkah pendukung
berubahnya RPJMD Kabupaten Bangkalan. Disamping itu
dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Kepmendagri 50 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian
indikator kinerja mengadaptasi program dan
kegiatan yang berubah.

Realisasi Prosentase kegiatan keagamaan yang
difasilitasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100%,
sedangkan pada tahun 2020 NA, memiliki arti bahwa
terjadi peningkatan di tahun 2021.

b. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi
kebijakan daerah;
» Bidang Pemerintahan
» Bidang Perekonomian
» Bidang PBJ
» Bidang Pembangunan
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Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, jika
dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya maka
realisasi di tahun 2021 mengalami peningkatan.

c. Persentase rancangan produk hukum daerah yang
menjadi produk hukum daerah

Persentase rancangan produk hukum daerah yang
menjadi produk hukum daerah pada tahun 2021
memperoleh realisasi sebesar 144%, jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 NA maka realisasi di tahun
2021 mengalami peningkatan. Walaupun di tahun 2020
telah ada realisasi namun belum dijadikan sebagai
indikator kinerja.

d. Prosentase tersajikannya capaian KU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP

Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP pada tahun 2021 memperoleh
realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2020 sebesar 100% maka realisasi di
tahun 2021 adalah tetap. Hal ini disebabkan karena
dalam penyusunan LKjIP, realisasi indikator kinerja
utama harus terekam dan dilaporkan sebagai sarana
pemberian informasi bagi evaluator SAKIP dalam menilai
implementasi SAKIP di Kabupaten Bangkalan.

2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
pada tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 83,75 jika
dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 79
maka realisasi di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar
4,75. Peningkatan ini disebabkan karena Sekretariat Daerah
dari waktu ke waktu selalu berusaha meningkatkan kualitas

pelayanannya.

34
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 KAB. BANGKALAN



III. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN AKHIR
PERIODE RENSTRA

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
SD AKHIR PERIODE RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS DAN T:II:I-(I*I?QT REALISASI TINGKAT
INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 KEMAJUAN

1 2 4 S 6

1 Terselenggaranya fasilitasi
kegiatan-kegiatan keagamaan
dan Meningkatnya peran
kebijakan daerah dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten
Bangkalan

1. prosentase kegiatan 100% 100% 100%
keagamaan yang difasilitasi

2. Persentase rumusan 100% 100% 100%
kebijakan daerah yang
menjadi kebijakan daerah;
a. Bidang Pemerintahan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang PBJ
d. Bidang Pembangunan

3. Persentase rancangan 100% 144% 144%
produk hukum daerah yang
menjadi produk hukum
daerah

4. Prosentase tersajikannya 100% 100% 100%
capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP

2 Terpenuhinya pelayanan
kesekretariatan

S. Indeks Kepuasan Internal 80,5 83,75 104%
Pelayanan Kesekretariatan
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IV. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI
NASIONAL

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
DENGAN REALISASI NASIONAL

SASARAN STRATEGIS DAN REALISASI | REALISASI | KET

NO INDIKATOR KINERJA 2021 NASIONAL (+/-)

1 2 4 S 6

1 Terselenggaranya fasilitasi
kegiatan-kegiatan keagamaan dan
Meningkatnya peran kebijakan
daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
di Kabupaten Bangkalan

1. prosentase kegiatan 100% - -
keagamaan yang difasilitasi

2. Persentase rumusan kebijakan 100% B B
daerah yang menjadi kebijakan
daerah;

a. Bidang Pemerintahan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang PBJ

d. Bidang Pembangunan

3. Persentase rancangan produk 144% B B
hukum daerah yang menjadi
produk hukum daerah

4. Prosentase tersajikannya 100% - -
capaian IKU Kabupaten
Bangkalan dalam LKjIP

2. | Terpenuhinya pelayanan
kesekretariatan

5. Indeks Kepuasan Internal 83,75 - -
Pelayanan Kese